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Melaui Putusan Nomor 91/PUU-XV111/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan partisipasi
masyarakat dalam sebuah terminologi “meaningful participation” yang mencakup 3 (tiga) syarat yaitu right
to be heard, right to be considered dan right to be right explained. Namun makna tersebut masih bersifat
umum dan membutuhkan elaborasi 1ebih lanjut. Misalnya dalam menentukan sejauh mana indikator
“bermakna’ dapat dinilai dari partisipasi dan apakah jumlah masyarakat menentukan bermaknanya sebuah
partisipasi. Melalui pendekatan doktriner dan analisis terhadap Putusan MK perihal pengujian formil sgjak
tahun 2003-2022, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola Putusan MK dan menganalisis ratio decidendi
yang digunakan oleh Magjelis Hakim. Dari 49 putusan tentang permohonan pengujian formil, diperoleh 23
putusan yang dipertimbangkan dengan dalil permohonan “ partisipasi masyarakat.” Hasil penelitian
menunjukkan terdapat parameter yang menentukan meaningful participation sebagai elaborasi dari 3 (tiga)
syarat sebelumnya yaitu Pertama keterbukaan akses masyarakat dalam mengetahui setiap tahapan beserta
riwayat/risalah. Kedua, pertimbangan jangka waktu pembahasan dan subjek terdampak secara proporsional
dengan cakupan undang-undang yang dibahas. K etiga, tracking atas pendapat masyarakat yang diadopsi
maupun tidak dalam perumusan norma. Selain itu, kedepan diharapkan adanya terobosan hukum dengan
lebih mengedepankan keadilan substantif dalam pengujian formil terutama menguji pemenuhan partisipasi
masyarakat. Hal ini bertujuan agar tercapainya hakikat dari meaningful participation itu sendiri.

...... Through Decision Number 91/PUU-XV 111/2020, the Constitutional Court (MK) interpreted the
participation of the public in the terminology of "meaningful participation,” which includes three
requirements: the right to be heard, the right to be considered, and the right to be right explained. However,
this meaning remains general and requires further elaboration. For example, it needs clarification on how the
indicator of "meaningful” can be assessed in participation and whether the number of people determines the
meaningfulness of participation. Using a doctrinal approach and analyzing MK's decisions on formal testing
from 2003 to 2022, this study aims to observe patternsin MK's decisions and analyze the ratio decidendi
used by the panel of judges. Out of 49 decisions on formal testing applications, 23 decisions were related to
the argument of "public participation.” The research findings indicate that there are parameters determining
meaningful participation as elaboration of the previous three requirements. Firstly, it involves the openness
of public. Secondly, it considers about the numbers. Thirdly, it involves tracking the adoption or non-
adoption of public opinions. Moreover, in the future, it is hoped that legal breakthroughs will prioritize
substantive justice in formal testing, especially when evaluating the fulfillment of public participation.
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